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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ........ TAHUN ......... PE-N
TENTANG N

PELAKSANAAN REHABILITASI PASCABENCANA

DENGAN PAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa daiam rangka m_elaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat
(1)Undang-Undang  Nomor 24 - Tahun 2007 - tentang
Penanggulangan . Bencana, per!u . menetap%an Peraturan
Pemerintah tentang Pelaks;xnaan RehablhtaSI Pascabencana.

Mengingat : 1.Pasal 5 avat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang - Nomor.. 24 T_ahun 2007  tentang
Penanggulangan - Bencan_i (Lembaran "Negara Republik

Indonesia  Tahun - 200/ Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4723)." S

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
A REHABILITAS| PASCABENCANA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalari Peraturan Pemerinite v ini yang dimaksud dengan :

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek ‘pelayanan
pubnk. atau masyarakat sampal  pada tingkat yang memadar  dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua
aspek pemerinhhan a ke'widupan masyarakat pada wilayah pascabencana
seperti pada kondisi ==t elum terjadinya bencana



Draft RPP dan Perpres PB 15 Agustus 2007

2. Pelaksana rehabilitasi selanjutnya disebut Pelaksana adalah satuan kerja
pada BNPB di tingkat nasional dan satuan kerja pada EPBD di tingkat
daerah. ,

3. Rencana Rehabilitasi adalah dokumen yang berisi data kependudukan,
scsial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebewum terjadi bencana,
informasi kerusakan. potensi sumber daya, peta tematik, program dan
kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur
rehabilitasi.

4. Teraga Profesional dan Tenaga Ahli adalah seseorang yang- karena keahlian
atau pendidikannya memiliki kemampuan khusus bldang kebencanaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlahu e

5. Masyarakat adalah setiap orang baik secara mdwidu dan a(lau kelompok,
organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang

berlaku. ] e - W

BABI
RUANG LINGKUP

Pasal2 »E
Rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan status dan*tln 'katan yang ditetapkan

oleh Pemerintah.

- Paaal3 -
Pelaksanaan rehabmtaSI mehputl perumusan rkeﬁua an *rencana, usaha dan
langkah-langkah’ r*yata momtormg serta evaluasv yang. terencana, terkoordmasu

dan terpadu ot w0 EETie 4

Pasal4
Perbankan hngkungan daerah bencana dltUJukan untuk mendukung kegiatan
penanganan bencana dan’ dasar pemuhhdn kehidupan masyarakat.

S Pasal5

1) Perbaxkan ‘prasarana dan sarana umum bertujuan untuk mendukung
kembahnya kehidupan masyarakat.

¢) Perbaikan prasarana dan sarana umum antara lain meliputi jaringan jalan
dan perhubungan. air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi,
kantor pelayanan publik, sekolah. pasar serta jaringan lain.

Pasal 6
1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat bertujuan untuk
rmemenuhi kebutuhan rumah vana lavak huni.
2) Kehabilitasi bidang perumahan meliputi komponen rumah, prasarana dan
sarana umum  lingkungan  perumahan  yang  memungkinkan
beriangsunanya kehiduoan sosial dan ekonomi yang memadai.
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3) Rehabilitasi bidarg perumahan mengikuti standar pembangunan
perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-udangan

yang berlaku.

Pasal 7
1) Rehabilitasi sosial psikolagis bertujuan untuk mengemballkan kehidupan

sosial dan psikologis masyarakat.
2) Rehabilitasi sosial psikologis dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 <y e
1) Rehabilitasi kesehatan bertujuar. untuk member;kan perawqtan sehingga

korban sembuh.
2) Rehabilitasi kesehatan dilaksanakan sesuau denga peraturanzperundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 9
1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik bertu;uan untuk menurunkan eska si
konflik sosial dan mempersuapkan Iardasan rekonsxhaSI dan resolus;

konflik sostal.
2) Rekonsiliasi dan resolusi konﬂnk dllaksanakan dengan cara nonlitigasi dan

atau litigasi.
3) Pelaksanaan nonlmg si antara lam dxlakukan dengan negouasn mediasi

dan cara lain. .
4) Pelaksanaan ll’rl:qasu berpedoman pada peraturan perundang undangan

yang berlaku. -

Pasal 10
1) Pemuhhan sosial ekoromi budaya bertujuan mengembalikan kegiatan

‘sosial, ‘ekonomi dan b idaya masyarakat.
2). Pemulihan . kegiatan sosial ekonomi "budaya dilaksanakan dengan
mengldupkan kembali aktmtas soslal, ekonomi dan budaya.

: Pasal 1
1) Pemuhhan keamanan dan keterliban bertujuan memulihkan keamanan

dan ketertiban masyarakat
2) Pemulihan keamana~ dan ketertiban dilaksanakan dengan memfungsikan

kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban.

Pasal 12

Damplihan fnnm»j r‘\:‘"‘,‘r;".‘ph ol V’)D"')\ r9nan *‘lrl"\hl( horfujyvon memit'inban

fungsi pemerintahan dan pelavanan kepeda mawarekat

Pasal 13
1) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sarnpai
uaengan Pasal 12 di'aksanakan dergan melibatkan instansi yang terkait.

W
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2) Pelaksanaan rehabi tesi dilaksanakan dengan memberikan prioritas pada
korban berdasarkan tingkat kerentanan, kerusakan dan atau kerugian.

BAB Il
PELAKSANA

Pasal 14
(1) Pelaksana dibantu oleh profesional dan ahli.
(2) Profesional dan ahli diangkat darn diberhentikan oleh Kepala BNPB untuk
tingkat nasional dan Kepala BPBD untuk tingkat daerah.”
(3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana d'makSUd ayat (2)
diusulkan oleh Pemerintah untuk tingkat nasional dan Gubernur / Bupati /

18P

- Walikota untuk tingkat daerah. R rs Y

Pasal 15
/1) Pelaksana bertugas rnenyusun dan melaksanakan Rencana Rehablhtas;
(2) Rencana Rehabilitasi merupakan penjabaran dari pedoman ' dan
cengarahan penanggulangan bencana yang dlkeluarkan oleh BNPBr_qan
BPBD dengan memperhatikan:kondisi bencana.~ =
(3) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi :
a. data kependudukan, sosial, budaya ekonoml sarana dan prasarana
sebelum terjadi bencana;
b. data kerusakan yang mehpun lokasi, data korban Jurnlah dan tlngkat
kerusakan sarana dan. p'asarana perklraan—' kerugran
. potensi sumber daya;”
. peta tematik yang berisi butir a, b dan ¢,
. rencana program dan kegxatan

c
d
e
& 'adwal kLglatan
h

ATencana anggaran

pelaksana

prosedur rehabmtaS| -

(4) Dalam menyusun ‘Rencana Rehabllnasx sebagaimana dimaksud ayat (1),
Pelaksana - wajib. memoerhatikan aspirasi dan melibatkan partisipasi
masyarakat. -

(5) Pelaksana waﬂb menyampaikan informasi Rencana Rehabilitasi kepada
masyarakat.

(6) Dalam melaksanakan Rencana Renabilitasi, pelaksana bekerjasama
dengan pihak lain.

Pasal 15
Dalam menyusun Rencana Rehabilitasi, Pelaksana mengacu pada pedoman
dan pengarahan perianggulangan bencana dan peraturan perundangan yang
beriaku.
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Pasal 17
Pelaksana melaporkan kegiatan rehabilitasi dan hasilnya kepada Kepala BNPB
untuk tingkat nasional dan Kepala BPBD untuk tingkat daerah.

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelaksana
mempunyai wewenang .
a. mengelola pelaksanaan rehabilitasi,
b. mengelola sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya alam
maupun keuangan dan teknologi, é0,
c. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk melaKsz
rehabilitasi yang tidak dibiayai APBN / APBD; " By
d. mengkoordinasikan dan bekerja sama serta mengawasy plhak luar negeri /
asing dalam melakukan kegiatan rehabilitasi. yang d blayal Iangsung oleh
pihak luar negeri / asing; < h
2. mendapatkan informasi dan dukungan tekms dar: pemerlntah pusat,
nemerintah daerah dan pihak lain yang terkalt P

kan kegiatan

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA
INTERNASIONAL :

Fetl i Pasal19
(1) Masyarakat,: lembaga usaha dan lembaga mternasnonal berkesempatan
seluas-luasiya untuk menyelenggarakan rehabllrta5|
(2) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1)
dlkoordmasman ‘oleh Pelaksana.
T, tatacata- peryelenggaraan dan pelaporan rehabilitasi yang
.di!ak nakan oleh'masyarakat, lembaga usaha dan lembaga internasional
-menglkutl tatacara di. masyarakat dan lembaga usaha dan lembaga
‘interhasional tersebut” sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

BNF’ _"dan BPBD serta perundang undangan yang berlaku.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan pelaksanakin rehabilitac! bersumber dari APBN, APBD dan
sumber lain yang sah.

(2) Selurub dana pelaksaraan renabilitasi d'kelola. dipertanaagunaiawabkan.
dikoordinasikan oleh Pslaksana dan dilapcrkan kcpada Kepala 3NFB
untuk tingkat nas‘onal dan Kepala BPED untuk tingkat daerah.

(3) Pelaksana dapat tekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan
rehabilitasi yang tidak dibiayai APBN / APBD sepanjang tidak merugikan
keuangan neqgara. d xn dipertanggungjawabkan secara terpisah.
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(4) Alokasi dana rehabiltzsi yang bersumber dari APBEN / APBD dan pihak
lain harus dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Pelaksana.

Pasal 21

(1) Pelaksana merupakan pergguna anggaran.

(2' Rencana kerja Jan anggaran Pclaksana dituangkan ke dalam Dokumen
Rencana Keria dar. Dokumen Rencana Anggaran.

(3) Pelaksana membuka rekening yeng digunakan untuk melaksanakcn
penerimaan dan pengeluaran.

(4) Penyaluran dana rehabilitasi  yang bersumber dari APBN / APBD
dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.!

BAB VI
3ERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 22 RERIRE ,

(1, Pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran kepada Kepala BNPB untuk tingkat nasicnal dan Kepala BPBD

untuk tingkat daerah.

(2) Pertanggungjawaban >ebagamdna dimaksud ayat (1) disampaikan
dalam bentuk laporan triwulanan, laporan tahunan dan laporan akhvr atau
sewaktu-waktu jika diperlukan '

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2)
sekurang- kurangnya memuat rencana program danr kegiatan, realisasi
anggaran, neraca: ‘keuangan, arus kas, catatan keuangan, dan kinerja.

(4) Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada standar akuntansi
pemermtahan

(5) raporan keuangan dlaudlt oleh Badon Pemeriksa Keuangan.

(6) Apablla_dmerlukan Iaporan keuangan dapat d: audit oleh auditor
independen lainnya.-

(7) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan keuangan,
laporan klnerja dan Iaporan audit pelaksanaan rehabilitasi. ,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
(1) Pelaksana melaksanakan tugas sesuai penetapan BNPB untuk tingkat
nasional dan BPBD untuk tingkat daerah dan dapat diperpanjaing apabila

diperlukan.
(2) Perpanjangan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh
Kenelz BNPR untiik tirokat naciopal dan Kepala BPBD urtuk tinokat

daerah.

Pasal 24
Pearaturan Pemormtah ini mulai berlaku pade tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemernintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : ... [ERTETRR e

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta )
Padatanggal: ..................
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